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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya,
karena berkat rahmat dan karuma-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta
pertanggung jawaban Kinerja instansi ini

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, sesuai
dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 59
tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah maka disusunlah laporan
keuangan tahunan vang terdini dari Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Neraca dan
Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanghan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masih belum
sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempumaannya
dimasa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2021.
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERNIITIC[“AN PERTANAHAN DAN
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BAB 1

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 ( satu )
Sekretaniat dan 4 ( empat ) Bidang vaitu : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Bidang Pertanahan, Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian, dan Bidang
Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah

a.

perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pembenan dukungan
administrasi kepada seluruh unsur orgamisasi di lingkungan Dinas dan jabatan
fungsional umum.

pelaksanaan pengelolaan barang/kckayaan milik negara yang menjadi tanggung
jawab Dinas;

pelaksanaan penvusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan
infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan
hidup;

pelaksanaan perumusan kebijakan, penvelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan
pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, perianahan dan
lingkungan hidup;

pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan  kegiatan  urusan
perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan Dinas,
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pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman,
pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisast Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berilout :
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Maksud dan Tujuan Penynsunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konknt dalam
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi  dilingkungan pemerintah untuk
menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan
yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang




meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ).
Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi
Pemenntah yakm prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan
dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja i
adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang
ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran { ouwpwr ) dari setiap
kegiatan dan hasil ( owlcome ) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu
disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi
Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut sckaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang
termuat dalam Intstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan
Kinerja yang terpadu.

1.2, Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan Antara

Pemenintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi
Pemerintah

7. Peraturan Pemenintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah

& Peraturan Menteni Dalam Negen Nomeor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan
dengan Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Sclatan Nomor 8 Tahun 2016
tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31

Desember 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdini dari 6

( enam )

BAB dan setiap BAB berisikan sub bab secara ninci dapat diuraikan

sebagai berikut

BAB 1

BAB 1[I

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

1.2, Landasan Hukum

1,3, Sistematika Penulisan

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA

2.1. Ekcnomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3, Indikator Pencapaian Target Kinerja

[KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1, Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang Telah Ditetapkan

KEBITAKAN AKUNTANSL

4.1, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

4.2. Basis Akuntansi

4.3. Basis Pengukuran

4.4, Penerapan Kebijakan Akuntansi

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran
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BAB 11
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ekonomi Makro
Memual penjelasan mengenai asumsi makro ckonomi yang dijadikan landasan dalam
penyusunan / pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), perkembanganya dalam perobahan APBD sampai
dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran,
Sesuai  dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Bidang Pengolahan Sampah, Limbah
B3 dan Pengendalian. dan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup, dengan beberapa langkah :
¢ Memaksimalkan hasil kegiatan di bidang Penvelenggaraan Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten
Pesisir Selatan
e Meningkatkan sumber daya manusia
¢ Meningkatkan mutu Bangunan Gedung, Kawasan permukiman, perumahan
dan pertanahan.
e Meningkatkan pelayanan umum bidang Penyelenggaraan Perumahan,
Kawasan Permukiman, Pertanshan dan Lingkungan llidup di Kabupaten
Pesisir Selatan

Kebijakan Keuangan

Merupakan kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi
terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Tmplikasi ini akan terlihat pada
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan
periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu Kebijakan Aspek Belanja, dimana kebijakan
dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi
belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan



2.3,

tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan
Kegiatan Seperti :
¢ Peningkatan Efisiensi dan cfekuifitas pengelolaan anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
¢ Peningkatan Efisiensi dan Effektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas
utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan
masyarakat

¢ Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

Pencapaian Target Kinerja APBD-OPD

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanva efesiensi dan
efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu pendekatan yang
ditempuh dalam  penyusunan DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan
kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan
dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat
dicapai. Dengan demikian DPA yang disusun berdasarkan sasaran lertentu yang
hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Untuk Tahun 2021 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertanahan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan 20 Program yang didukung
dengan 58 subkegiatan.



BAB HI
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan.

3.1.2.

Untuk Tahun 2021 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman. Pertanahan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdapat target sumber
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.155.220.000.-

Belanja.

Total realisasi belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp. 25.010.691.753 dan anggaran vang telah ditetapkan sebesar
Rp.28.081.488.022.- atau sekitar 89,06 % dengan rincian sebagai berikut |

Realisasi Belanja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Anggaran Realisasi  Persentase
Rp. Rp. terhadap
Anggaran l,
28.081.488.022 25.010.691.753 | _‘sguﬁ—




3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan.
Hambatan yang ditemui dalam pencapaian target yang telah ditetapkan salah

satunya terkait dengan bencana covid-19 dan faktor cuaca.



4.1.

BAB IV
KEBLIAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntasi adalah umt pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna
anggaran yang berkewajiban menyelengparakan akuntasi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Kuangan. Sedangkan Entitas
Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas
Akuntasi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa
laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi OPD tidak diwajibkan menyusun
Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja vang dianggap sebagai Entitas Akuntasi adalah Perangkat Pelaksana
Tekms Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit keja OPD yang
melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan
tupoksinya,

Adapun Program dan Kegiatan TA. 2021 Pada Dinas PerkimtanL.H :

No }‘ Uraian
A [ '__: }‘rugram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kahupatenﬂiuﬁ i

| 1 Pcrencartaan Penganggaran, dan Evaluasi Kme:]a Peran;,kai Dacrah

2 | Administrasi Keunangan Perangkat Daerah |

1 Adn'nmsiram Umum Perangkat Daerah |

3
4 Perngadaﬂn Barang Mihik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah [ Dar:mh
5

Pt:l]}’t‘.:diaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6 | Penumjang Urusan Pemerintahan Daerah

B Program Pengembangan Perumahan




Pendataan ﬁen}fediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota

' Program Kawasan Permukiman

Penerbitan [zin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

o

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan—
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Pﬂningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

Prngrmﬂ Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

PenccgéhaﬁT’erumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota

Program Puninghﬁﬁ Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

| Urusan Penvelengaraan PSL] Perumahan

Prugralil Pengelolaan Izin Lokasi

Pemberian lzin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pﬂuye]es&ian-ﬁaﬁgkéta_fanah Giarapan dalam Daerah Kahuﬁatém’lima

o

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk

Pembangunan

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

10



Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

' | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian

o ]

| Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penetapan Tanah Ulayat

' Penetapan Tanah Ulayat yang L{)i{asin}fa dalam Daerah Kabupatt:m’l{uta'

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

Program Pengelolaan 1zin Membuka Tanah

Penerbitan Izin Membuka Tanah

Program Penatagunaan Tanah

Pengguﬁuﬁn ‘T'anah jfané Hﬁ}npara.uu}'a dalam satu Daerah

Kabupaten/Kota

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Lingkungan Hidup

11




Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1 | Kabupaten/Kota

P Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATT)

| | Pengelolaan Keanekaragaman Havati Kabupeten/Kota

| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan ]
Q ' Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Penyimpanan Sementara Limbah B3

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan

R Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kégi:—rtan yang Izin
Lingkungan dan lzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
1 | Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Femlidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
S Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
1 | Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Dacrah Kabupaten/Kota |

! ! e ———
T | | Program Pengelolaan Persampahan
1

| | Pengelolaan Sampah Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu : Basis Akrual (Accrual Basis). Pada Cash
Accrual Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima,
dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikelvarkan dari kas

Bendaharawan. Accrual basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi
12



4.3.

4.4.

Anggaran, Penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana asel, hutang dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian
atau kondisi bingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan
pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi OPD Accrual basis yang mendasan penyusunan laporan keuangan sama dengan
basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu Accrual basis dalam penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dan menyusun neraca.

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan
pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan eckuitas dana). Yang harus
diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana
dengan jelas schingpga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus
dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan vang dibenikan untuk memperoleh aset tersebut Kewajpban dicatat/diukur
sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisth antara aset dan

kewajiban.

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan vang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntasi yang telah diterapkan dan kebijakan

akuntasi yang belum diterapkanan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntasi pemerinah

13
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BABV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Kenangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja  vang
dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2021 yang Terdiri dan :

a. Belanja Pegawai
Dianggarkan Sebesar Rp. 6.009.892.059,- terealisasi Rp. 5.464.670.458,-
| Rincian Belanja Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) % |
Gaji dan Tunjangan ASN | 3.464.611.561 | 3.329.046.819 135.564.742 | 96,09
Tambahan Penghasilan | 2.096.120498 | 1757.123.639 | ‘
ASN 338,996.859 | 83.83
Honorarium PNS  dan 449.160.000 |  378.500,000 |
Non PNS | 70.660.000 | 84.27
Total | 6.009.892.059 | 5464670458 |  545221.601 | 9621 |

(Gaji dan tunjangan pegawai mencakup rician gaji dan tunjangan masing-
di lingkup jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

masing pegawai,

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun Anggaran 2021,
Pada Tabel 1 terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 135.564.742 - Kelebihan ini
disecbabkan perencanaan penganggaran. Penghasilan PNS berupa Tambahan
Penghasilan Bagi PNS untuk pegawai di lingkup Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tabel
terlihat tegjadi kelebthan anggaran sebesar Rp 338.996.859 -. Honorarium PNS dan
Non PNS meliputi Honorarium yang menunjang kegiatan di Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada umumnya belanja modal pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Januan s/d 3]
Desember 2020 ( 100 %.) untuk belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dan
100,00 % untuk belamja Modal .
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Aset
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk OPD
hanya terdiri dari atas :

Aset Lancar
'Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang cadangan persedian tahun 2020

Persediaan

R/K (M) BUD

. | o o ©

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, sisa dana yang berada pada pos kas di
bendahara pengeluaran Mengalami penurunan, Kas di bendahara pengeluaran pada
tahun 2020 adalah Rp. 152.720,- ( Sisa UYHD ) dan pada tahun 2021 adalah Rp.
109,-. ( Sisa UYHD ) Hal ini terjadi karena permintaan dana disesuaikan dengan
kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kas tidak begimu banyak di kas
bendahara pengeluaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanzhan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Seluruh kegiatan sudah berjalan dan
pertanggung jawabannya telah dipenuhi.

e Tanah
Saldo akhir tahun 2020 tanah sebesar Rp. 9.585.321.722 -
Penambahan asset tanah tahun 2021 Rp. -
Sehingga aset tanah s/d desember 2021 Rp.9.585.321.722.-
sebesar




Peralatan dan Mesin

Saldo akhir tahun 2020 Peralatan Mesin sebesar
Ada penambahan mutasi Tahun 2021 sebesar
Sehingga Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Bangunan dan Gedung

Saldo akhir tahun 2020 gedung dan bangunan
sebesar

Penambahan Tahun 2021 sebesar

Sehingga gedung dan bangunan Tahun 2021

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akhir tahun 2020 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Mutasi Tahun 2021 sebesar
Sehingga jalan, irigasi dan janngan Tahun 2021

schesar

Aset Tetap Lainnya

Saldo akhir tahun 2020 Aset Tetap Lainnya sebesar
Mutasi Tahun 2021 sebesar

Sehingga aset tetap lainnya Tahun 2021 sebesar

Rp. 2283.791.374.-
Rp. -
Rp. 2.283.791.374,-

Rp. 4.418.056.934 -

Rp. 0-
Rp. 4.418.056.934,-

Rp. 36.328.518.265 -
Rp. -
Rp 36.328.518.265,-

Rp. 0.-
Rp. 0O.-
Rp. 0,

. Kewajiban

Memual penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk OPD pos kewajiban-nya hanya
bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanva harus dilunasi dalam 1 tahun

anggaran.
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BAB VI
PENUTUP

Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efesiensi dan
efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu pendekatan yang ditempuh
dalam penyusunan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah pendekatan kinerja.  Melalui
pendekatan i1 setiap alokasi biaya yang direncanakan atau dianggarkan dalam anggaran
dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil dicapal. Tidak ada hambatan /kendala yang
krusial dalam pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISAS]I PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organmisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31
Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana
Posisi Keuangan Tahun 2021 adalah Sbb :

- Anggaran Rp. 28.081 488 022 -

- Jumlah Realisasi Rp. 25.010.691.753 -

Painan, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS PERUMAAHAN
KAWASANPERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR

\,m ] DAL, SH
NIP- 19640128 199309 1 001



